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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan dalam Bab II diatas, 

maka ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa anak pelaku 

didakwa dengan Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 

(lima) tahun dan maksimal paling lama 15 (lima belas) tahun. Namun 

dalam Putusan PN Lahat Nomor 33/ Pid.Sus Anak/ 2022/PN.Lht, pidana 

yang dijatuhkan terhadap anak pelaku yakni 10 (sepuluh) bulan penjara 

dan 3 (tiga) bulan pelatihan kerja, berkaitan dengan ketentuan Pasal 79 

ayat (3) Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan 

minimum khusus tidak diberlakukan terhadap anak. Dalam putusan PN 

Lahat Nomor 33/ Pid.Sus Anak/ 2022/PN.Lht termasuk putusan ultra 

petita yang diperbolehkan dalam hukum acara pidana. 

2. Berdasarkan asas kepentingan terbaik untuk anak khususnya untuk anak 

korban selayak mungkin harus diberikan keadilan hukum maupun 

keadilan dalam mendapatkan kehidupan yang layak ditengah masyarakat. 
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sehingga saat selesainya proses peradilan, proses rehabilitasi, trauma 

konseling terhadap anak korban, ketika kembali ke tengah masyarakat 

anak korban harus didukung keberadaanya di tengah masyarakat dan 

dalam putusan majelis hakim yang lebih berat menyatakan bahwa pidana 

penjara terhadap anak pelaku setimpal dengan perbuatan anak pelaku, 

akan tetapi hakim tidak mempertimbangkan sisi lain dari anak pelaku yang 

masih muda dan masih ada harapan untuk dibina serta masih ingin 

melanjutkan pendidikan. Dalam perkara ini bahwa pertimbangan hakim 

dalam menjatuhkan putusan pada perkara persetubuhan yang dilakukan 

oleh anak khususnya kondisi anak pelaku yang masih berstatus pelajar dan 

saat ini masih mengikuti pendidikan sekolah dengan pidana penjara yang 

dijatuhi terhadap anak pelaku sangat bertolak belakang dengan 

keseimbangan asas kepentingan terbaik untuk anak baik pelaku maupun 

korban. 

Saran 

1. Bagi Hakim, Hakim yang memeriksa perkara persetubuhan yang 

dilakukan oleh anak pada Putusan PN Lahat Nomor 33/ Pid.Sus Anak/ 

2022/PN.Lht dan bagi hakim lain yang memeriksa perkara anak secara 

umum sebaiknya mempertimbangkan secara adil bagi anak pelaku terkait 

hal – hal  yang meringankan atau memberatkan anak pelaku serta sanksi 

pidana yang dijatuhkan dan memperhatikan hak korban demi 

mewujudkan kepentingan terbaik untuk anak. 
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2. Bagi Penuntut Umum, dalam mengajukan banding sebaiknya tidak hanya 

memeperhatikan pertimbangan – pertimbangan bersifat yuridis tetapi 

juga mempertimbangkan non yuridis. 
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